PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A

NOMOR 1 TAHUN 1981
TENTANG

PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG INDUSTRI KERETA API

Menimbang

Mengingat

. a

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menunjang pembangunan ekonomi Nasional khususnya di
bidang perkerdagoian dengan mdakukan kegiaan dih teknologi mgu ddam
pembuatan gerbong, kereta, lokomotip, dan komponen-komponen
pendukungnya, dipandang perlu mendirikan Perusahaan Perseroan
(PERSERO) di bidang Industri Kereta Api sebagal mana dimaksud data Pasal
2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berusaha di bidang
Indugtri Kereta Api;

bahwa Bda Yasa di Madiun memiliki potens untuk ditingkatkan dari
fadlitas pemeiharaan menjadi fadlitas pembuatan dan karenanya perlu
memisshkan Baa Yasa dai Perusshaan Jawatan Kereta Api untuk dijadikan
Perusahaan Perseroan (PERSERO);

bahwa sesua dengan ketentuan Pasd 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 1969, penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian
Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut harus diatur dengan Peraturan
Pemerintah,

Pasd 5 ayat (2) Undang-U ndang Dasar 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatshlad Tahun 1847 Nomor 23)
sebagaimana telah beberapa kdi diubah dan ditambah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetgpan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890).
tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan
(PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2894) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1972 tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusshaan Perseroan (PERSERO)
(Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1987);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1969 tentang Pengdihan Bentuk
Usaha Perussthaan Negara Kereta Api menjadi Perusshaan Jawatan
(PERJAN);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG INDUSTRI KERETA API.

BAB |
PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam moda saham
Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang Industri Kereta Api yang
selanjutnyadi daam Peraturan Pemerintah ini disebut PERSERO.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJJAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah
untuk memproduks dan membuat gerbong, kereta, lokomotip, dan komponen-
komponen pendukungnya.

BAB IlI
MODAL PERSERO

Pasal 3

(1) Moda PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasa 1 merupakan
penyertaan Negara Republik Indonesa yaitu Bala Yasa Kereta Api di
Madiun yang semula berada dalan Perusahaan Jawatan Kereta Api,
sebaga sebagian dari kekayaan Negara yang ditempatkan dan disetor pada
sadt pendiriannya.

(2) Nila Kekayaan Negara yang akan dipergunakan sebaga penyertaan modal
saham PERSERO ditetapkan bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri
Perhubungan.

(3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodaan PERSERO diatur dalam
Anggaran Dasarnya, termasuk ketentuan mengenai modal dasar PERSERO
yang terbagi atas saham-saham sesual dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1971.

(4) Neraca Pembukaan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 3

BAB IV
PELAKSANAAN, PENDIRIAN PERSERO

Pasal 4

Pelaksanaan pendirian PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang
(Staatdolad Tahun 1847 Nomor 23) sebagamana tdah bebergpa kai diubah dan
ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dengan
memperhaikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dadam Perauran Pemerintan
Nomor 12 Tahun 1969 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972

Pasal 5

(1) Penydessian pendirian PERSERO dikuasskan kepada Menteri Keuangan
sesual dengan ketentuan Pasd 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
1969;

(20 Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuassan sebagamana dimaksud
ddam ayat (1), dengan diserta hak subgtitus kepada Menteri Perhubungan.

(3 KepadaMenteri Perhubungan diberikan kekuasaan untuk menunjuk sessorang
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untuk ikut serta mendirikan PERSERO tersebut, sesua dengan ketentuan Pasal
6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-ha yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih
lanjut tersendiri.

Pasal 7
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar supaya setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya data Lembaran Negara
Republik Indonesa

Ditetgpkan di Jakarta

padatangga 3 Pebruari 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta

padatanggal 3 Pebruari 1981
MENTERI/SEKRETARISNEGARA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH.
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